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ABSTRAK

Jasmianti. “Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras Sejahtera di
Kelurahan Lemoe Kota Parepare” (dibimbing oleh Hannani dan Wabhidin).

Pokok-pokok permasalahan dalam skirpsi ini yaitu Bagaimana proses
distribusi Rastra secara merata di Kelurahan Lemoe Kota Parepare dan Implementasi
distribusi Rastra di lihat dari Nilai Keadilan dalam Islam di Kelurahan Lemoe Kota
Parepare.

Adapun jenis penelitian ini-termasuk dalam kategori penelitian lapangan (file
research) yakni meneliti yang ada dilapangan sebagaimana adanya. penelitian ini
digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif artinya penelitian ini berupaya
mendeskripskan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti,
melalui observasi, wawancara dan mempelajari- dokumentasi. Adapun pendekatan
penelitian yang digunakan yaitu fenomenology.

Hasilgspenelitianssmenggambarkan . implementasisuProgramgsBeras  untuk
Keluarga penerima beras sejahtera (Rastra) di Kelurahan Lemoe Kota Parepare belum
berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Adapun permasalahan yang timbul dalam
Implementasi Program Beras untuk rakyat miskin di Kelurahan Lemoe adalah
sebagai berikut: Penetapan daftar nama-nama RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang
tidak sesual, Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksana distribusi
beras raskin, Kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses
penyaluran Raskin, seperti 6T (Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat
waktu, [Tepat kualitas, dan Tepat administrasi). Sebagai patokan keberhasilan
pemerintah dalam menjalankan kebijakan yaitu Pembagian beras tidak tepat waktu,
serta mutu beras yang rendah akibat kurangnya pengawasan pemerintah terhadap
standar mutu beras yang kemudian di distribusikan ke masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Distribusi; Nilal Keadilan dan Beras Sejahtera
(Rastra).
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BAB |

PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah

serius yang menyangkut dimensi iaan. Lebih dari itu, kemiskinan telah

menjadi sebuah gejala uni merupakan masalah yang tidak
bisa dianggap muda i inya dah ada sejak lama, dan

ain, kemiskinan
ini, isu-isu

1kaan.

idak dinilai gagal dala isi sucinya,
ri solusi terhadap perso S aing dihadapi
tidak berhasil membe dap masalah
nusia, maka

emiskinan, keadilan sosial,

ninggalkan @ agama yang

o kebutuhan
pangan, ' i < yang lebih
sering d
Beras Sejahtera), Rastra
merupakan program yang sama dengan

askin hanya yang membedakannya sebutan

untuk program tersebut dan pembagian beras yang sebelumnya 12 kali dalam setahun

! Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam (Jakarta: Penerbit
Erlangga, 2009), h. 205.
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menjadi 14 kali pembagian dalam setahun. Menurut DPR-RI menjelaskan bahwa
istilah sebelumnya kata beras miskin (Raskin) dianggap kurang sopan untuk didengar,
maka di ubah menjadi beras sejahtera (Rastra), tetapi pengubahan istilah tersebut

tetap memiliki tujuan yang sama. Menurut DPR-RI Edhy Prabowo selaku Ketua

mendeskriditkan ora % 2} ih sopan didengar, namun

sampai kepada

t yang memiliki tingk i an kesulitan

n pangan, agar masyar : eras sebagai

ah tangganya.

ai saat terjadi krisis pan 1998, untuk

ikan subsidi

pangan

memba : i gga Miskin.

Sejak it 3 ahtera, yaitu

pI'OgI'a DCTd d 114 AdI'dKa SKIN. rada tanur 5., PI a1 inibembah

menjadi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan
demikian, sasaran program ini tidak hanya pada masyarakat miskin, akan tetapi
meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin.

Kebijakan pemerintahan daerah dalam memberikan bantuan Rastra (Beras

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Sejahtera) kepada masyarakat tidak mampu melalui dukungan dan rekomendasi
aparat setempat, serta didukung oleh data base yang ada mulai dari tingkat
Kelurahan/Kepenghuluan, sampai RT. Aparat setempat merupakan perpanjangan

tangan (estapet) dari pemerintah guna mendistribusikan bantuan Rastra (Beras

Sejahtera) kepada masyarakat tida eperti aparat di Kelurahan Lemoe Kota

Parepare.
Pelaksanaan di

3eras Sejahtera harapkan dapat memenuhi

target 6T yaitu Tepat Tepat Harga, Tepat J epat Mutu, Tepat Waktu,

keberhasilan

i kebijakan dan progr: a umumnya

masih alah dan hambatan. Be es distribusi

Rastra. asalah-masalah umum 1lam proses

rhambatnya distribusi, tida 1 beras yang

tidak sesuai

RTS, kualitas standar, harg

ban pemerintah d yang harus ma bantuan

amun tidak m

Islam, bP}Ayﬁ E)P(Akniorang-ora in haruslah

tidak boleh

dan berbaga 1lan lainnya.

arena itu, dalam
distribusi Rastra sepatutnya pemerintah memperhatikan dengan baik pelaksanaan

distribusi khususnya kualitas beras yang akan diberikan kepada penerima Rastra dan

2 Kemenkokesra, Pedoman Umum RASKIN (Jakarta: Kementerian Koordinator Kesejahteraan
Rakyat Republik Indonesia, 2015), h. 112.
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juga masyarakat yang semestinya berhak menerima Rastra tersebut.
Keadilan menjadi faktor penting yang harus ada dalam keseimbangan
perekonomian dan pemerataan kekayaan sehingga tidak terjadi kesengajaan antara

orang-orang kaya dengan orang-orang miskin.

Pelaksanaan distribusi Ra: lurahan Lemoe mengalami beberapa

hambatan, salah satunya a beras Rastra yang diterima
Rumah Tangga Sej jadi menunjukkan adanya
ketidakseragaman j i i satu kelurahan dengan
kelurah ) a menerima
Rastra A i de umlah yang

ditentu

pen distribusi  Rastra oe belum

mengi tasi i keadilan di dala am  proses

ters masih terdapat beberapa

uan akan te daftar dalam
Sejahtera.
terjadi karen yang ada di

ihi kuota FA(HiEIPAaRrEiimiliki p ah sehingga

seharusnya

ma bantuan

ha kelurahan

terzhalimi dan kurang puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
Atas dasar permasalahan inilah peneliti merasa terdorong untuk melakukan
penelitian dengan judul “Implementasi Nilai Keadilan Terhadap Distribusi Beras

Sejahtera di Kelurahan Lemoe Kota Parepare”.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang
menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah:

1.2.1 Bagaimana proses distribusi Rastra secara merata di Kelurahan Lemoe Kota

Parepare?
1.2.2 Bagaimana Imple di lihat dari Nilai Keadilan di

Kelurahan Lem

1.3
............ 3 aka tujuan dalah:
131 Rastra) Di
1.3.2 astra) yang
lengan nilai
14
nilai guna da aat terhadap
hal-hal eriku: PAREPARE
14.1
14110 dalam arti

membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah berjalan.
1.4.1.2 Memberi partisipasi pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Hukum
Islam Fakultas Syari’ah pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Muamalah

pada khususnya.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



1.4.2 Dari Segi Praktis
1.4.2.1 Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk
membuat karya ilmiah yang lebih kompleks.

1.4.2.2 Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang

berkaitan dengan peningk jahteraan masyarakat miskin utamanya

dalam pemenuhan Kota Parepare.

13l

PAREPARE
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Igdam Liberty Muhammad dengan

eras, hingga
ditetapkan
ermasalahan
slam, karena

um permaslahan

akni pemeli arta karena

harta dala ya | dapat diartika agai proses

asyarakat, pemba nomi, serta pengu kesenjangan

al. Berka(ﬂi‘dnlisan R<Eola distrib g dilakukan
dinilai F endah dalam
pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga tidak dapat mencapai kemaslahatan yang

hakiki.®

®lqdam Liberty Muhammad, "Pola Distribusi Beras Miskin Di Desa Pucungrejo, Muntilan,
Magelang (Tinjauan Sosiologi Dan Filsafat Hukum Islam)”, (Skripsi, Hukum ekonomi syari’ah
Fakultas syari’ah dan hukum Universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2016.) pdf diakses
04 April 2018
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Afrianti dengan judul “Efektivitas
Pendistribusian Beras Miskin pada Masyarakat di Kampung Baru, Kabupaten
Pinrang (Persfeksif” Hukum Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1).

Penyaluran bantuan raskin dari perum Bulog ke distributor kepada masyarakat

penerima bantuan Raskin dapat tidak efektif. Hal ini dikarenakan

pelaksanaan program Raski am ini jika dilihat dari kriteria

keefektifan distribusi dari segi s ujuannya dapat dikatakan
tidak efektif karen rpenuhinya kriteria k distribusi Raskin, dan
dapat dalam
sarkan n ini sesuai

dengan tentang anjuran me S 2pada orang

miskin. es penyalurannya, seca atakan tidak

sesuai na banyaknya terjadi lam proses

penelitian di nelitian yang dikaji oleh

“Implementasi Ni dilan dalam

Distribusi Be di Lemoe)”.

penelitifﬂen ErpwnlElda masya

yang berhak
in tersebut.
enelitian yang

dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang beras miskin.

*Afrianti, “Efektivitas Pendistribusian Beras Miskin Pada Masyarakat Di Kampung Baru,
Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)”, (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare)
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2.2 Tinjauan Teorotis
Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau
konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang

akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun

sebelumnya. Adapun tinjauan teori akan adalah :
2.2.1 Teori Implementasi
2.2.1.1 Pengertian Im
mplementasi merupakan

masyarakat

i bahwa implementasi tahap dalam
publik dalam bentuk

Daerah kan yang memerlukan enjelas atau

sering ai peraturan pelaksana.

rasionalkan in: Presiden, presiden,
' nteri, Keputu h, Keputusan Kep as dan lain-
lain.”
mpIemenF AenuEm n Enerson, seta Mize
ari si kebijakan
, konsistensi

*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Cet.
7;Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 529.

®Afan Gaffar, Otonomi Daerah Dalam Negara kesatuan (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka
Pelajar Kedasama, 2009), h. 295

"Rian Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi, (Cet.
I1: Jakarta, 2004), h. 158-160.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



10

informasi (communications), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu
tertentu (resouces), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan
birokrat (disposition), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata

kerja dan tata laksana (bureaucratic strucuture).

Variabel-variabel saling b tu sama lain untuk mencapai tujuan

implementasi kebijakan.

ap dari para
i pelaksana

nikasi dibutuhkan oleh jakan untuk

yang harus mereka 1 organisasi,
pakan suatu proses p , ide-ide di
anggota organisasi secara lam rangka

munikasi di
konstintensi

di anggap
manusia dan
ermasalahan
2.2.1.1.2 Ketersediaan sumber daya (resources): berkenaan dengan sumber daya
pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

2.2.1.1.3 Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu

kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



11

pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan
seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman,
keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

2.2.1.1.4 Informasi: merupakan sumber daya ke dua yang penting dalam

implementasi kebijaka asi yang di sampaikan atau di terima

haruslah jelas permudah atau memperlancar

atau program.

dan prasarana dapat ju ; erlengkapan
h organisasi dalam m
tan mereka.
2.2.1.1.

embiayai operasional imp tersebut,

ailmana cara
esanggupan
an tersebut.

n kesalahan

1) berhubungan
dengan kesediaan dari parah implementor untuk menyelesaikan kebijakan
publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan
komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konstitensi

tujuan antara apa yang di tetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana
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kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan
adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan
atau dukungan yang telah di tetapkan.

2.2.1.1.9 Struktur birograsi (bureauceratic structure): berkenaan dengan kesesuaian

organisasi birokrasi yan enyelenggara implementasi kebijakan
nan tugas dan parah pelaksana

tugas serta menetapkan

2.2.1.2
faat apabila
cara maksimal dan be bkan karena
lik berusaha untuk me
alam realita nyata. Ma enter yang
untuk mensosialisasikan i pbut. Dengan

kata lai : - N i i il (outcome)

ah cara agar
lak kurang)
bijakan yang
baik aka era kan ha aik. F ; dukung data dan
informasi masa depan) kontribusinya’ mencapai proporsi sekitar 60% terhadap
keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40% terhadap implementasi yang
harus konsisten dengan konsep. Berdasarkan hasil suatu penelitian diperoleh bahwa

implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari konsep-konsep
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perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi dicapai antara 10% sampai dengan
20% saja. Dalam implementasi kebijakan publik terdapat dua pilihan langkah yang
dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-

program atau melalui formulasi kebijakan derivait atau turunan dari kebijakan publik

tersebut. Pada prinsipnya, kebijak. n untuk melakukan interpensi. Dengan

demikian, implementasi a adalah tindakan (action)

interpensi itu sendiri®

tidak berat
rpihak kepada yang be sewenang-
isi dapat disimpulkan dilan adalah
engan sifat dan tindaka tar manusia,

keadila sebu utan agar orang memperla 2suai dengan

hak da jibannya, se i 3 an hak dan
kewajib % Filosofi keadil rspektif Islam ad
ivers omperatif. U slam diperunt bagi seluruh

8Ekoman Suryadi. “Implementasikan Program Beras Miskin (RASKIN),” Fakultas ilmu
Sosial dan Imu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung (2016), http://digilib.unila.ac.id htmi
(05 november 2018)

° Anita Purwati, Pengertian Keadilan, Blog Anita Purwati. http:/anitapurwati.
Wordpress.com/2010/30/10/pengertian-keadilan. Html. (14 April 2018).
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Universal keadilan dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia,
baik pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Esensi ajaran Islam
terhadap aspek keadilan sosial dan ekonomi adalah sebuah keharusan yang harus
dijalankan oleh umat manusia. Karena keadilan dalam pandangan Islam merupakan

kewajiban keharusan dalam menata pan setiap manusia. Keadilan sosial juga

Allah swt., berfirman dalam QS.

Islam bersumber kepad ' tub vertikal
>sama manusia. Jadi ese n Isla ang keadilan
berada pada
tan manusia
setiap ikatan

dalah ikatan

(rules of the
game) t sip ekonomi
yang bersumber pada Tuhan dan fatwa manusia. Etika dan keadilan ekonomi
memiliki keterkaitannya yang tidak dapat dipersiapka. Etika sebagai pondasi dalam

membangun sebuah keadilan. Tanpa etika yang kuat, maka implementasi ekonomi

10 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata (Bandung: Semesta Qur’an, 2002),
h. 151.
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akan terjadi ketimpangan. Islam sangat fokus pada persodaraan dalam melahirkan
keadilan ekonomi. Karena keadilan ekonomi akan membuka ruang dan kesempatan
bagi semua manusia di muka bumi untuk mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa

ada saling melakukan eksploitasi.11

Berlaku adil didasarkan be tika-etika dan dasar berinteraksi dalam
masyarakat Islam dengan ca

Berlaku adil ad al Allah swt., menjadikan
Al-adl (berlaku adil) dan Al-Qasth sama artinya sebab hé merupakan dasar setiap
apa ya insip-prinsip

sistem Allah

ia adalah seruan setiap . nnya adalah

ng ditunjukkan oleh fi am Q.S Al-

yang benar
ya dan Dia

tauhid. Ada
juga yang mengatakan bahwa kalimat itu adalah Al-Qur’an, ada juga yang berkata

bahwa kalimat itu adalah apa yang dijanjikan Allah swt., kepada Rasul-Nya, berupa

“Djedjen Zainuddin, Keadilan dalam Islam, Blog Djedjen Zainuddin. https:/djedjenzas.
Blogspot.com/2013/01/12/keadilan-dalam-islam. Html. (14 pril 2018).

12Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata, h.142
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pertolongan melawan musuh.
Musyawarah adalah dasar hukum dalam Islam dan manhaj kehidupan kaum
muslimin yang pada hakikatnya berlandaskan keadilan yang sangat bertentangan

sekali dengan kesewenang-wenangan penguasa dan tidak mengikutsertakan rakyat

dalam membahas perkara.

antara tuntutan keadilan. Rakyat

eadilan d S gan logika,
wab atas setiap perbua syariat, dan
rakyat j untuk memberhentika sak. Dengan
hului undang-undang pkan prinsip

n hak” dan k an serta hak

ya. Berlaku dalah sistem

membenarkan yang benar dan menolong yang terzalimi, Juga seperti apa yang ada
dalam bidang “hukum”, misalnya kewenangan umum, dengan menyampaikan
amanah oleh penguasa kepada orang yang berhak menerimanya, dan memperhatikan

keadilan pada manusia serta tidak melanggar kewajiban seseorang pemimpin
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terhadap rakyat dan agama di segala bidang. Para fugaha kaum muslimin telah
merincikan pendapat dalam hal ini dan juga telah menetapkan undang-undang baru
dalam berbagai sistem hukum permusyawaratan atau parlementer.

Seluruh kaum muslimin diperintahkan untuk berlaku adil dalam segala

hukum, Allah swt., berﬁrman dalam.Q ujurat/49: 9.
J&La.@.a.x.p-lu;.;&b ] db-nr.“u.nul.«_ﬂ_ﬁl.bud
L».r:.g ‘5.>=/Lal.9 CJ 20 LS"” ‘}L_a_é 6}3“

-‘/

NIRGY |~ J.\.sdl.:

Terjema
au ada dua oolo creka yang be berperang
hendak anatara uanya! ta melanggar
perjanji ; , hendaklah yang mela amu perangi

sampai emba perintah Allah. kalau Di¢ anlah antara
keduan < dan hendaklah kamu B hnya Allah
mencin o berlaku adil.**

Allah s Q.S. Al-maidah/5:8. Te

el-’

o
N
\

c.

Z)lf..w
Lo T

T\ ¢

\%;1
\n\\&
L

)
Terjema

ng-orang yang be lah kamu jadi orang ' yang selalu

menega ebenara enjadi_saksi dengan an jangalah
sekali-k encianm il § ;i dorong ka tuk Berlaku
tidak ad ad ebih dekat kepada bertakwalah
kepada akan.™

keadilan dalam

berlaku sopan.
) s B2 -

sl o (i Al b glal i YT JAJL L AT ¢

~

&

a
N

/

BKementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata, h. 516
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata, h. 108
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e 2 4 _- 2 _ (S _> -~ >
D5 pemlad sl a1 el
Terjemahnya: - g

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran
dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran”.

Sebagaimana mereka juga diperintahkan untuk berlaku adil dalam bidang

politik keagamaan dan melaks n negara atas dasar kaidah berlaku

I” di antara

peringatan

orang ' orang yang kita benci, damai atau

dalam k dalam perkataan ata : erhadap diri

dan syariat-

Nya. b-Nya agar
manusi bila tampak
tanda-t. tulah syariat
Allah s

Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam
hubungannya dengan orang lain. Keadilan juga bisa berisi sebuah tuntutan agar

seseorang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak

BKementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata, h. 277
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pandang bulu atau pilih kasih.
Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya,
istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti

tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang

menjadi haknya. Keadilan berarti erat sebelah, menempatkan sesuatu di

tengah-tengah, tidak memih an sebagai suatu keadaan dimana

setiap orang baik ¢ idupan berma; oerbangsa dan bernegara

vajibannya.

jenis-jen i Ari 5 adalah

sebagai
1.

omunikatif adalah perla g tampa
dengan a. Contohnya keadilan kom fada eorang yang

ampa melihat

Keadilan Kodrat Alam
Pengertian kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai
dengan hukum alam. Contoh keadilan kodrat alam adalah seseorang akan membalas

dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya.
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4, Keadilan Komvensional
Pengertian keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana
seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contoh keadilan

konvensional adalah seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang

berlaku dinegara tersebut.
5. Keadilan Perbaikan
Pengertian Kez

telah mencemarkan

enis-jenis keadilan men i Pla gi menjadi
dua yait i keadilan prosedural. K
emberikan perlakuan

eadilan prosedural adalah i apabila

penyaluran
pat. Adapun
menyalurkan
(membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti

pasar, took).16

18Ebta Setiawan, “distribusi”, http://kbbi.web.id/distribusi. html. (14 April 2018).
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Menurut Daniel Distribusi merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi
yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari
produsen ke konsumen. Sedangkan menurut Philer Kotler mengemukakan bahwa

distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam

proses untuk menjadikan suatu an jasa siap untuk digunakan atau

dikomsumsi.
Tujuan Distribusi:

Idris menyebutkan

1.
akanan dan
] kebutuhan primer yan 1 anusia harus
pertahankan kehidupa mel pemenuhan
sebatas yang dibutuhka k be .
2. i aksamaan pendapatan dan kek: dala .
terjadi kese mi yang me anatara yang
an miskin ak i i i yang pada
a melahirkan sikap
3.

sebagainya. Orang yang ma mendistribusikan hartanya kepada orang
yang membutuhkan akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan
menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia.

4. Membangun generasi yang unggul.

Adanya distribusi harta akan mendorong perekonomian suatu bangsa akan
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mapan sehingga mampu mencetak generasi yang unggul. Islam mengajarkan
agar umatnya terbentuk dari generasi yang kuat dari segi fisik, cerdas dari segi
otak, profesional dari segi kerja serta karya dan unggul dari segi ilmu.

5. Mengembangkan harta dari sisi spiritual dan ekonomi.

Dari segi spiritual, distribusi ayaan akan memberikan bertambahnya

nilai keberkahan gi ekonomi, distribusi harta

tas dan daya beli dalam

6.
islam dan
k dalam kategori i tan-kegiatan
njadi semarak karen dana yang
7. aritas sosial di kalangan mas
distribusi ad yang kurang
sehingga at muslim.

uknya ikatan indivi pok dalam

sumber kekayaan.
2.2.3.2 Proses pendistribusian
Proses pendistribusian Rastra diawali dari permintaan alokasi (Surat

permintaan Alokasi-SPA) dari pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. SPA
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tersebut ditujukan kepada kadivre/ kasubdivre yang membawahi wilayah tersebut.
Atas SPA tersebut, oleh Tim Koordinasi Raskin setempat dibahasi jadwal
penyalurannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyiapkan

waktu, tenaga dan dana pada masyarakat menyiapkan waktu, tenaga dan dana pada

saat penyaluran. Sebelum jadwal p beras ke titik distribusi, Tim koordinasi

rastra melakukan pengecek akan disalurkan.
Beras rastra iri usi tujuan sesuai dengan

jumlah RTS

sid kum Islam

eru tu agama yang member eluruh aspek

k h n manusia dengan tuhan, ‘ gan sesama

. Inilah yan i i isle ara Khaffah

mum, Islam ritual dalam
rena ketidak
ua konflik
embimbing
manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di

muka bumi ini. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip

YP3EI Univefsitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam (Cet. 4; Jakarta: Kharisma Putra Utama,
2012), h.15.
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moral dan sekaligus Kkedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral
tersebut. *® Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa keadilan dan moral sangat
berpengaruh terhadap proses distribusi.

Islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum.

Sedangkan kecukupan dalam stane Jup yang baik adalah hal yang paling

mendasari dalam sistem di cayaan, setelah baru dikaitkan

dari sis paya untuk

dilihat dari
memenuhi
Kebutuhan
primer ama Y s i ipeli naik-baiknya
oleh h kemas = i r terwujud.
Kebutu I 1l kebutuhan
primer ang bersifat
menunja k k 3 er. Da ak k am yakni manusia

sendiri, yaitu untuk mencapai kehidupan'yang berbahagia dan sejahtera.”’

Mustafa Edwin Nasution, et al., eds., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Ed. I (Cet. II;
Jakarta: Kencana, 2007), h. 120.

%Faisal Badroen, et al., eds., Etika Bisnis dalam Islam, ed. | (Cet. 1l; Jakarta: Kencana, 2007),
h. 119.

“Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 61-62).
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Hal ini membuktikan bahwa Islam menganjurkan manusia untuk berusaha dan
bekerja agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya.
Sendi pertama distribusi adalah kebebasan. Islam menetapkan adanya

kebebasan tetapi kebebasan ekonomi yang disyariatkan Islam bukanlah kebebasan

mutlak yang terlepas dari berbagai.i Pada dasarnya, manusia memiliki tabiat

yang sering kali kontradik h Allah dengan hikmah agar

terwujud kemakmuran pumi. Oleh seba kebebasan ekonomi yang
berdiri _di gharga : emuliaan manusia harus
disemp ‘ irman Allah

swt ya

t kebajikan,
buatan  Kkeji,

per a me I.pengajaran ke agar kamu
gambil pelara
n dalam lIsla mor dua, mela akar prinsip.
pkan pada semua aj dan semua peratura rannya baik
atau etikmal IEMRE perkara, ang pertama

2ngan  unsur

Keadila
akidah,

adalah
materi dan ispiritual yang di milikinya, keseimbangan individu antara masyarakat,

antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Arti keadilan bukanlah

Z'Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010),
h. 277.

22yysuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press,
1997), h. 222.
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pemerataan secara mutlak persamaan antara dua unsur yang berbeda tidak lebih
daripada dikotomi antara dua hal yang sama dan hal ini bukanlah keadilan. Keadilan
adalah menyamakan dua bentuk yang sama sejauh keduanya memiliki kesamaan.

Prof. Abbas Al-Akkad berkata, “persamaan yang baik ialah keadilan yang

didalamnya tidak terdapat unsur ke Oleh sebab itu, para ahli tidak bisa

mendefinisikan persamaa ersamaan kewajiban di dalam
perbedaan kemampuar adalah tindaka berkata lagi, “mereka juga
tidak bisa mendefe hak di dalam kewajiban
ang di tolak
akal da e : ak, s ana ia juga
vidu yang memiliki hak ajiba a cara yang
man yang tumbuh dala erole patan kerja

peroleh saran untuk nusic di larang

ampuannya dalam suatu k n da pula sarana

yang ac i erja itu dan jenis sarana

i bukan bers arataan, dan

dan kewajib

ban berdaPlAlnaELP ﬁ“‘

ang dimaksu h pemberian

Rastra merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan
bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk

meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah

Zyusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, h. 28-229.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



27

tangga sasaran.
Program Rastra termasuk salah satu bentuk kebijakan publik, adapun tujuan
kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Setiap produk kebijakan haruslah

memperhatikan substansi dari kead , melahirkan sebuah rekomendasi yang

memperhatikan berbagai arkan dan diimplementasikan
sebagai tujuan dari merupakan implementasi
dari Instruksi Presid g kebijakan perberasan

la Lembaga

Pemeri i a di seluruh
Indones n upaya peningkatan ketahanan
pangang nomi pedesaan dan st onal. Secara

Khusus 3 pe an Urusan Logistik (

untu ediakan dan menyalurkan gi kelompok

erpendapatan yediaannya

pengadaan gabah ani dalam negeri.

ran beras ber patan rendah

asyarakat be
ahtera dalam
> masyarakat
ebagai salah satu

hak dasarnya.”” Program Rastra ini pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat

#Tulus T.H Tambunan, Perekonomian Indonesia (Beberapa Masalah Penting), h. 131-132.

ZArifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Cet. I; Jakarta: PT pustaka Indonesia Press, 2011), h. 38
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yang memiliki ekonomi rendah untuk mengurangi beban pengeluarannya dalam
pemenuhan akan kebutuhan pokok berupa beras.
2.2.4.2 Dasar Hukum Program Beras Sejahtera

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Rastra

adalah:

. Undang-Undang Nomor 17

Tentang Keuangan Indonesia Tahun 2003

ran Negara Republik N
ahun 2009

mbaran Negara Repub 2009 Nomor

egara Republik Nomor 50

nesia Tahun

Nomor 227,
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587).

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
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Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun
2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5357).

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
un Anggaran 2018.

pelayanan
, tambahan
10. 17 Tahun 2015
an Gizi (lembaran nega tahun 2015
nomor ¢ n negara republik indo
11. 15 Tahun 2010
pah dengan

ran presiden

n (Lembaga

12.
egara republik
indonesia tahun 2013 nomor 191).
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015
Tentang organisasi kementerian negara (Lembaran negara republik indonesia tahun

2015 nomor 8).
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14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017
Tentang rencana kerja pemerintah tahun 2018 (Lembaran negara republik indonesia
tahun 2017 nomor 184).

15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016

Tentang penugasan kepada peru um (perum) BULOG dalam rangka

ketahanan pangan nasiona ik indonesia tahun 2016 nomor
105).
16. Intruksi Presiden N

17.

an keuangan daerah s C ibah dengan

egeri nomor 21 tahu bahan atas

n 2006 tentang pedom ngan daerah

onesia tahun 2011 nomor 3

Iaﬂn pr0V1ns1 (

r D o . EV e RO

18.

oordinasi p bupaten/kota

epublik indo
19.

k indonesia

20. Peraturan Menteri sosial Nomor 10 Tahun 2017
tentang program keluarga harapan (berita negara republik indonesia tahun 2017
nomor 940).

21. Peraturan menteri keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tahun 2015
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tentang belanja bantuan sosial pada kementrian negara/lembaga sebagaimana telah
diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 228/PMK.05/2016 TAHUN 20156
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015

tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga (berita negara

republik indonesia tahun 2016 nomor
22. Peraturan menteri pendayag lan reformasi birokasi nomor 24

tahun 2014 tentang p aan pengaduan pelayanan
23. si nomor 03
pengaduan
erita negara republik in omor 27).
24. or 30/HUK/2017

ngelola data data terp ganan fakir

25.

n direktorat

26. ' bahan data

217. : ente al tentang pe 2 ah keluarga penerima manfaat dan
tahap penyaluran bantuan sosial beras s¢jahtera dan bantuan pangan non tunai tahun
2018.

28. Keputusan menteri sosial tentang penugasan khusus perum BULOG dalam program

Bansos rastra.
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29. Surat menteri dalam negeri nomor 551.1/9086/SE kepada gubernur tentang
pelaksanaan program rastra dan BPNT 2018.
30. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 551.1/9087/SJ kepada bupati/walikota tentang

pelaksanaan program rastra dan BPNT 2018.

31. Pedoman Umum Bantuan Sosial Bere htera 2018.%°
Peraturan tentang p astra meliputi berbagai macam

aturan tentang panga

. penyaluran

itan dengan

n Tujuan Beras Rastr
2.2.4.3. astra

astra adalah sebagai berikut:
2.2.4.3.

2.2.4.3.

2.2.4.3. yga  sasaran,

anggulangan

kemiskinan.

% Kementerian Sosial RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera
(Jakarta: 2017), h. 3-6.
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2.2.43.1.4  Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD),
maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
2.24.3.1.5  Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.

2.243.1.6  Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari beberapa manfaat Ras maka dapat dikatakan bahwa manfaat

Rastra pada dasarnya ad eban masyarakat miskin, dan

program ini juga me petani dalam an menjadi sebagai pasar
para petani.
2.2.4.3.
15.530.897
Rumah dalam mencukupi ke ras melalui
penyal 3 dengan alokasi sebanya
2.2.4.3. Rastra

stra adalah mengurangi beb gelua mah Tangga
Sasaran i pemenuhan an beras.
2244 plaan dan pengor

RA (2015:1 telah diatur

lan program
Pusat sampai
tahan yang
setingkat. Tim Koordinasi Rastra mempunyai tugas melakukan koordinasi,
perencanaan, penganggaran, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, menerima

pengaduan masyarakat serta melakukan pelaporan pelaksanaan Rastra secara

berjenjang. Penanggung 10 jawab program Rastra adalah Menteri Koordinator
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Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggung jawab pelaksanaan program Rastra di
Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan
adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau Kepala

pemerintah yang setingkat.

2.2.4.5 Penetapan Pagu, Titik Distri itik Bagi dan Penganggaran

Penetapan Pagu Ra: S) Nasional telah diatur dalam

Pedoman Umum Ra ahunnya den an pada data RTS hasil
Pendataan Program ngan Sosial (PPLS) B

Rastra

K I Rastra Pusat. Pagu

Gu erdasarkan pagu Rastra dan Rastra untuk

dit oleh Bupati/Walikota b kin Provinsi

n pa

o1).

istribusi di ditempat lai kesepakatan

tertulis pemerintah ~ Ka dengan Perum setempat.
ik Bagi ditet kesepakatan pemerintah
(pelakPaA(niEiP NR Eumah Sejahtera

Daftar Isian

Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan pemerintah pusat dalam penganggaran program Rastra hanya untuk
pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD. Sesuai dengan Undang-Undang No.

18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam
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Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran

tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional RASTRA, biaya angkut

Rastra dari TD ke TB hingga ke , subsidi harga tebus RASTRA, dana

talangan Rastra, tambahan a. RTS-PM di luar pagu yang

ditetapkan maupun te alokasi Rastra u 5-PM di dalam pagu yang

ditetapkan. Selain " pembiayaan dari APBN de BD, masyarakat dapat

di masin

si Rastra
awali dari permintaan aan Alokasi
upaten/Kota yang bersang ditunjukkan
kepada /Kasubdivre ah tersebut. PA tersebut,

oleh ba jadwal pe nya untuk

iapkan wakt

Pﬂianras ke t tribusi, Tim

disalurkan.

esuai dengan
jumlah RTS vyang terdata diwilayah tersebut. Tidak ada penambahan dan
pengurangan jumlah oleh BULOG. Apabila ada perubahan data RTS adalah
kewenangan Musyawarah Desa/Kelurahan dan Musyawarah Kecamatan (BULOG,

2012).
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2.3  Tinjauan Konseptual
Penelitian ini berjudul implementasi nilai keadilan dalam islam tentang
distribusi beras miskin (di lemoe parepare). Dan untuk lebih memahami maksud dari

penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan defenisi dari masing-masing kata

yang terdapat dalam judul penelitian
2.3.1 Implementasi

Implementasi kamus besar b donesia, adalah  sebagai
aan. Jadi implementasi’ yang penulis maksud dalam
slam tentang

ra

n

sk
n ya sud penulis di sini ad ang terdapat

1 kea
akn atkan sesuatu pada te
di h

g, memberikan sesuatu yan

yang se menurut pri
2.3.3
si yang dim alah proses aran barang

dari sa t ke temme FﬁeRtE

salah satu program penanggulangan 'kemiskinan yang di selenggarakan oleh

pemerintah kepada rumah tangga yang berpendapatan rendah(miskin).
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2.4  Kerangka Pikir

Kerangka analisis penelitian yang dibangun di dalam penelitian ini

digambarkan sebagai berikut.

Pemerintah Daerah
Kota Parepare

Gudang Beras \

PERUM BULOG
SubDivre Kota

Parepare

PERUM BULOG
SubDivre Kota
Parepare

Kelurahan Lemoe
Titk Distribusi (TD) I

_PAREPA

| NILAI KEADILAN

Titik Bagi (TB)/
Rumah Tangga
Sasaran (RTS)
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN
3.1  Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni data yang

diperoleh berupa informasi, uraian m bentuk bahasa yang sederhana dan

dikaitkan dengan data yan atkan kejelasan terhadap suatu

kebenaran atau seb gambaran baru ataupun

menguatkan gambar dah ada sebelumnya.

3.2
321
re.
3.2.2
2 bulan.
3.3
331
an ini mem plementasi Nilai an Terhadap
Distrib s Sejahtera ( ahan Lemoe Kota e).
34 a: PAREPARE
34.1

Data primer yaitu data yang belun dan harus diperoleh dari sumber
aslinya.28 Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden secara langsung

melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data, dimana narasumber

'Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), h. 23.

“panduan Riset Perilaku Konsumen (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 25.

38
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merupakan sampel dalam penelitian ini.
3.4.2 Data sekunder
Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain,tidak

langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.Data ini diperoleh dari

3.5  Teknik dan Prose
Teknik-teknik ulkan data penelitian ini,

sebagai berikut :

351
umber dan
mempe mpelajari teori- teori pa ng berkaitan
dengan \ eliti. M. Nasir mengata i selain untuk
mencar s diperlukan untuk meng a ilmu yang
bersang itian yang telah berkembang.
3.5.2
mengutip bahan i i pembahasan
skripsi t erubah redak ;
3.5.3 ) tidak 1anpln R E P A R E
o lam redaksi
kutipan'y

3.5.4 Teknik penelitian lapangan (Fied Research)
Bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara

langsung. Dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

% M.Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Galia Indonesia.1988), h. 122.
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3.5.5 Observasi
Cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan indera disertai dengan
melakukan pencatatan secara sistematis dengan cara mengamati keadaan, karena

observasi ini terbuka maka kehadiran peneliti di tengah—tengah narasumber diketahui

secara terbuka, sehingga antara na dengan peneliti terjadi hubungan atau
interaksi secara wajar.*

3.5.6 Metode dokum

genai hal-hal yang buku, surat

ngkrat mengatakan bah

leh seseorang untuk coba untuk

u pendapat secara lisan an bercakap-
032

ngan orang lain.
elaksanakan
tatap engan Naras

hih dahulu. "Wawe U

PAREPA

yang telah

Kelurahan
lemoe.

3.6

¥05ukardi, Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Yogyakarta: Bumin
AKSARA, 2009), h. 78.

#'Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakara: Rineka Cipta,
2002), h. 206.

%2 Koentjaraningkrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1997), h.
129.
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menganalisa, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu upaya
membahas dan kualitas menginterprestasi data yang bersifat kualitas atau uraian
kalimat yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, ataupun observasi,

Analisis data yang digunakan, yaitu :

3.6.1 Analisis Deduktif adalah su enganalisis data yang berdasarkan pada

data atau pendapat dian menarik kesimpulan yang

lalu dijabarkan ke dalam
3.6.2 ngan jalan

nyebabnya, kemudian

13l

PAREPARE

33uharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 284.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Lemoe Kota Parepare

Kelurahan Lemoe te acukiki Kota Parepare Provinsi

Sulawesi Selatan. Kec belah timur Kota Parepare,
Kabupa
sebelah
di sebe At sebagian besar wilayah A merupakan
ujung tc peternakan, dimana laha i rnakan yang
masih |

Ki memiliki empat kelurs i g Bacukiki,

Lemoe, ang. n kelurahan
terluas ¢ Parepare denI lu 2, kelurahan i persen dari
luas Ke Bacukiki.

12 Jumiah Pencud R i Vo P i @0 |2

at dari table
dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Lemoe

No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa
1 Laki-laki 1.353
2 Perempuan 1.307

42
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3 Kepadatan Penduduk 89

Total 2.659

Rata-rata mata pencaharian syarakat Kelurahan Lemoe vyaitu bertani,

berkebun dan beternak.

Sumber: Kecamatan B

SEKSI SEKSI

LAYANAN UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Y

Walikota Parepare
ttd

Taufan Pawe



Sumber: Profil Kelurahan Lemoe Tahun 2016

Keterangan:

1. Lurah Kelurahan Lemoe

2.

Sekretariat Kelurahan

Kasi Pemerintahan, Ket

: Mallawa SE

haya, S.Sos

rtiban :

Lilis, SE

: Mariani Manri

44
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415 Luas Lahan Menurut JenisPenggunaan Lahan di Kecamatan Bacukiki

Tahun 2014

Tabel 3. Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan

Bacukiki Tahun 2014

Realisasi Dalam Satu tahun

2014

240

372

793

3.868

60

1. Rumah bangunan dan halaman sekitarnya

325

73

403

2. Lainnya, (jalan, sungai, lahan tandus, dll)

859

859

Jumlah

6.6.70

6.6.70

Sumber: Dinas PKPK Kota Parepare Bidang Pertanian
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4.1.6 Visi Misi

Tabel 4. Visi Misi Kelurahan Lemoe

Visi Misi

Peningkatan pelayanan secara cepat,

Kecamatan Terbaik dalam pelayar tepat dan terbuka.

kepada masyarakat yang me gkatan kapasitas sumber daya
paratur pelayanan.

mandiri dan bermartab

sarana dan prasarana

4.1.7

ampung T s
ps PAREFARE o,
4

338.581

Jumlah

L]

Sumber: Dinas PKPK Kota Parepare Bidang Peternakan

4.2  Proses Distribusi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Lemoe

Kota Parepare
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Beras sejahtera (rastra) merupakan salah satu dari berbagai program-program
pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan
penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

dan Instruksi Presiden No. 3 Tahu ntang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras
dan Penyaluran Beras oleh P a, 2014 : 8).

Masyarakat Ke pakan desa yang mayoritas

masyarakatnya berprofes : ouruh bengkel dan kuli

bangunz asih dalam

kondisi i i ¢ 5 0.000/bulan.

nya dianggap tidak m 2rluan hidup

ikarenakan kebutuhan melambung

ada awal tahun 2017 di ota Parepare

akhir tahun 2017 ini harg Rp.8500/kg.

memenuhi

tera (rastra)

gan adanya
pihak-pihak
a masyarakat
sehingga masyarakat sendiri menerima begitu saja beras sejahtera (rastra) yang
dibagikan. Mereka tidak mengetahui berapa Kg beras sejahtera (rastra) yang

seharusnya mereka terima menurut aturan pemerintah sehingga beras sejahtera
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(rastra) di Kelurahan Lemoe Kota Parepare dibagi secara merata tanpa
memperdulikan status sosial masyarakat.
Keberhasilan Program beras sejahtera (rastra) diukur berdasarkan tingkat

pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu,

tepat kualitas, dan tepat administrasi am ini bertujuan untuk mengurangi beban

pengeluaran rumah tangga pemenuhan sebagian kebutuhan
pangan pokok dalam s nan konsumsi energi dan
sejahtera (rastra) bertujuan untuk meningkatkan/membuka

ma manfaat

gulangan kemiskinan dap ster 1, yaitu

| berbasis keluarga dala uha han pangan

ang mampu. beras seja stra) bunyai multi

ketahanan pangan keluar pendukung

ha tani padi

dan sek nya dan peni samping itu,

(Rastra) dala

hbekerja sama
agar dapat saling mencukupi kekurangannya masing-masing, maka bagi Plato negara
haruslah dilihat sebagai suatu sistem pelayanan yang mewajibkan setiap warganya
saling memberi dan menerima, saling menukar jasa, saling memperhatikan kebutuhan

sesama warga, saling memperdulikan serta saling membangun.
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Dalam hal ini program beras untuk rakyat miskin dilaksanakan secara
bertahap atau melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Indonesia yaitu
melalui dari pusat dengan adanya Kemenko Kesra Rl 2012 tentang pedoman umum

penyaluran beras sejahtera (Rastra), melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,

Pemerintah Kota Parepare, Kecama Kiki, kemudian Kelurahan Lemoe hingga
akhirnya dapat disalurkan lar at.

Berdasarkan in yang telah didape servasi lapangan dan hasil
wawancara, proses distribusi beras untuk beras sejahtera (rastra) yang dilakukan oleh

pemeri

Gamba ibusi Be ahtera i Arepare

PETANI
MASYARAKAT

' 4
BULOG/
GUDANG ‘

KELURAHAN

DEPARTEMEN
KEUANGAN
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Pemerintah yang menangani kebijakan ini, seperti lurah mempunyai beberapa cara
untuk memaksimalkan program beras sejahtera (Rastra) ini. Diantaranya:
4.2.1 Tepat Sasaran

Beras rastra hanya diberikan kepada keluarga sasaran yang terdaftar dalam

penerima raskin atau beras sejahter. emberian beras sejahtera (rastra) hanya

diberikan kepada keluarga ampu. Berdasarkan hasil studi

dilapangan bahwa be (rastra) diba sarkan hasil database dari

Kelurahan dan ber hasil musyawarah De han untuk menentukan

ahan Lemoe

ra (rastra) diperoleh
LOG mengantar lang
istributor. Pemberian
luarga yang benar-
luarga untuk dipilih sia
tidak disetiap lingkungan”.

BULOG,
but kepada
ra) hanya
ou, dengan
patkan beras

san di atas epala Kelur. emoe Yaitu

penerima raskin endataan oleh dua lingkungan

pengumpula n menilai dz or ekonomi

ehingga cP*rErEPieEE) Ada yz ngumpulkan

warga yang

an. Sehingga
masyarakat yang ada di Lemoe tidak perlu ragu atau khawatir dengan tidak

mendapatkan beras sejahtera bagi masyarakat kurang mampu. Karena dengan

*Mallawa, S.E, Lurah Kelurahan Lemoe, wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29
Juli 2018
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transparansinya. Pemerintah dalam melakukan pendataan bagi masyarakat yang
menerima beras sejahtera (rastra), dengan melihat dari berbagai macam faktor
sehingga benar-benar siapa yang diberikan beras sejahtera (rastra) kepada masyarakat

kurang mampu.

Pendapat yang berbeda di an oleh Lina warga Kelurahan Lemoe

penerima beras sejahtera mencapai keberhasilan tepat

Sasaran:

a_melihat ada
 (rastra) dan
masalah ini
.......... 3 anggulangnga ya berharap

3 ang kurang

sebut, dapat disimpulkal masyarakat

sejahtera (RTS) akan te masyarakat,

sarkan kesepakatan wa jakan untuk

tera (rastra) pada jatah beras
paran bahwa
terjadi A i soalan akan

muncul

Sejahte

“Pada tahap in1 yaitu tepat sasara
menerima beras miskin masih ada

aya rasa masih perlu dievaluasi karna yang
yang menerima dalam keadaan ekonominya

*Lina, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29
Juli 2018
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masih mencukupi atau bisa dikatakan tidak miskin, mendapatkan beras sejahtera
(rastra) yang diberikan oleh pemerintah”.*

Dalam hal ini pemerintah harus lebih ekstra dalam menjalankan kebijakan
sehingga bisa berjalan dengan baik.

4.2.2 Tepat Jumlah

Distribusi beras sejahtera i Kelurahan Lemoe dilakukan dengan

adanya perbedaan di bebe yang dilakukan sesuai aturan
mendapat beras adalah

dan ada yang

ar sebagai RTS. Beras s ) seharusnya

sebanyak 1 karung (15 adi rata-rata

tangga dan yang 5 lite masyarakat
anya dalam daftar sebagai R

laku Bapak

pembagian

a yang yang

penerima beras sejahtera yang bernama Lina. Dia mengatakan bahwa:

%] Ramang, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), wawancara oleh penulis di Kelurahan
Lemoe, 29 Juli 2018

¥"paritang, Ketua RT Kelurahan Lemoe, wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29
Juli 2018
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“Betul bahwa dalam setiap bulan ada yang mendapatkan beras sebanyak 15/kg
dan ada juga yang mendapatkan 10kg, seperti saya yang hanya mendapatkan
10kg dalam setiap bulan yang seharusnya itu saya mendapatkan 15kg sesuali
dengan pembagian yang ditetapkan tetapi saya hanya mendapatkan 10kg karna
yang 5kg nya di berikan kepada masyarakat yang kurang mampu tetapi nama nya
belum terdaftar dalam pembagian rastra”

Pembagian beras sejahtera (rastra) dengan sistem bagi dua menyebabkan hak

yang seharusnya diterima oleh miskin menjadi terkurangi karna
pembagian merata meny: a) tidak hanya di nikmati oleh
pun juga menikmatinya.

ata, hak yang

tera (rastra)

dalam F rdasarkan aturan-aturan vahwa setiap

Rumah S) berhak menerima b sebesar 15

an distribusi dilakukan a beras yang

tang iskin menyusut menjadi rata-ra

nya Sosialisa
asi merupak r yang menentukan asilan suatu
alisasi program ber (rastra) dilakukan memberikan

da masyaaAamEeRALREram ini,

pengertian,
as sejahtera
(rastra).

Berdasarkan data di lapangan, sosialisasi yang dilakukan aparat Kelurahan

Lemoe masih sangat kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui

*®Lina, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29
Juli 2018
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berapa jumlah dan harga beras yang semestinya mereka terima sesuai Pedoman
Umum (Pedum) RASTRA.

2. Kurangnya Pendataan Secara Berkesinambungan

Rumah Tangga Sasaran (RTS) RASTRA merupakan masyarakat yang telah

didata oleh Badan Pusat Statisti disetujui oleh Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiski dilakukan pendataan secara

berkesinambungan satu tahun sekali oanyak masyarakat yang

mengalamiypeminadz status  setia Anya;smisalnyasmeninggal, dunia atau

Dalam pelaksanaan distribusi beras sejahtera saat ini sudah tidak di pungut
biaya, pengambilan beras semuanya gratis, dan pemberian beras pun sudah

diantarkan langsumg dari kerumah warga tanpa di pungut biaya.
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Hasil wawancara dengan bapak Mallawa, S.E selaku Lurah Kelurahan Lemoe

mengatakan bahwa:
“Pembagian beras sejahtera kepada masyarakat miskin yang menerima bantuan
tersebut sudah tidak dipungut biaya sama sekali dikarenakan adanya kebijakan
baru dari bapak Walikota Parepare dan sudah langsung diantarkan kepada
masyarakat”™

4.2.4 Tepat Waktu
astra) kepada RTS-PM sesuai
dengan rencana p yaitu mekanism naan penyaluran yang
an RASTRA
h. Sehingga
tidak se ‘ a intah kali (per 1

ui dari hasil wawancara ak Ketua RT

anaan pembagian beras se i Kelurahan
emang sangat lambat. karena pendistrib matan kami
mgai terki i di setiap
’s 4
ian beras sej akui lambat
karna gu pengiriman dari . Sehingga pembag g dilakukan

kepada akat juga RUAEE; BrAdRaEwa kepas i kecamatan

kapan akpastiannya

pengiriman beras kepada masyarakat penerima RTS jadi waktu pembagian juga harus

menunggu hingga waktu yang tidak bisa dipastikan, dan otomatis mengurangi jatah

*Mallawa,S.E, Lurah Kelurahan Lemoe, wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29
Juli 2018

“Opgritang, Ketua RT Kelurahan Lemoe, wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29
Juli 2018
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yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang mendapatkan beras miskin serta
tidak berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan
Hasil wawancara dengan Sani penerima beras sejahtera hal diatas dibenarkan

bahwa:

“Dalam pembagian beras sejahte
mampu memang sangat la
menentu yang akan diberi

ang diberikan kepada masyarakat kurang
tnya waktu pendistribusiannya tidak
at penerima beras sej ahtera™"!

Penjelasan yan wa pemerintah harus lebih

ana talangan

bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

*'Sani, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29
Juli 2018
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Akan tetapi pada masa sekarang sudah tidak diberlakukan lagi biaya
administrasi bagi penerima beras sejahtera (rastra) seiring adanya kebijakan baru
pemerintah yang saat ini sedang memimpin.

Hal ini dapat di ketahui dari hasil wawancara peneliti dengan Selaku Bapak

Ketua RT Paritang mengatakan ba

“Proses biaya administrasi
adanya kebijakan dari
tersebut tidak perlu

lakukan lagi saat ini mengingat

persyaratan
aku. Tetapi,
masyarakat
beras yang
pai akhir di

arakat sama

ah. Namun,
i wal pembagian be
diterima ole

Ketua RT Paritang mengatakan bahwa:

nsumsi oleh

laku Bapak

*paritang, Ketua RT Kelurahan Lemoe, wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29
Juli 2018

3| Nanda, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe
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“Kualitas beras memang tidak sebagus yang ada dipasar dibandingkan dengan
beras yang diberikan kepada masyarakat penerima RTS karna apa yang dikirimkan
pemerintah pusat kepada kami itu juga kami bagikan kepada masyarakat”.44

Dalam pendistribusian kualitas beras memang tidak seperti yang diharapakan
masyarakat penerima RTS dengan kualitas berasnya sama bagus yang ada dipasar-
pasar. Karna lamanya pengiriman beras dan terlalu lama tersimpan digudang
sehingga itu menjadi penyebab jelek kualitas berasnya.

Hasil wawancara-dengan Rosmini penerima beras sejahtera yang mengatakan

bahwa:

“Kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat penerima beras miskin memang
berbau bahkan ada masih banyaki.ampas berasnya, sehingga pemerintah disini
harus mengevaluasi kualitas berasnya sebelum diberikan kepada masyarakat
penerima beras miskin™.

Hasil wawancara dengan Rosmini penerima beras sejahtera yang mengatakan

bahwa:

“Kualitas berasnya memang tidak bagus dan berbau tapi mau di apalagi hanya itu
yang diberikan pemerintah kita harus terima. Tapi harganya yang murah sehingga
saya lebih mengerti kondisi berasnya)”.

Pemerintah harus jeli-jeli memperhatikan masyarakatnya karena pemerintah
merupakan aparat yang menyelenggarakan /kewenangan negara harus berperan aktif
dalam melkasanakan kebijakan dan mengevaluasi keluhan masyarakatnya.

Hasil wawancara dengan bapak Mallawa, S.E selaku Lurah Kelurahan Lemoe

mengatakan bahwa:
“Bahwa poingindikator,yang.di-atas untuk.mencapai-keberhasilan program ini.
Diantaranya tepat sasaran, tepat jumiah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas
dan tepat administrasi. Inilah yang menjadi poin indikator untuk mencapai

*paritang, Ketua RT Kelurahan Lemoe, wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29
Juli 2018

“**Rosmini, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe,
29 Juli 2018

“® Punna, Penerima Beras Sejahtera (Rastra), wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe,
29 Juli 2018
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keberhasilan, Tapi disini kami akan terus berusaha agar Raskin ini bisa
maksimal”.*’

maksimal”’.62

Jumlah penerima rastra di Kelurahan Lemoe semakin tahun semakin

meningkat, ini dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun,

baik itu berupa penambahan keluarga yang menikah, masyarakat yang pendatang dari

luar masuk ke Kelurahan Lemoe dan angka kelahiran. Pada tahun 2014, jumlah

penerima raskin di Kelurahan Kelurahan Lemoe mencapai 224 kepala keluarga dari

berbagai bidang pekerjaan yang berpenghasilan rendah. 224 keluarga ini dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4.6 Daftar Penerima Manfaat (KPM) Program Subsidi Beras
Untuk [Rumah Tangga Berpendapatan Rendah (Rastra) Kelurahan Lemoe
Kecamatan Bacukiki Raskin Kota Parepare Bulan Juni 2018

No Kepala Rumah Alamat No Kepala Rumah Alamat
Tangga Tangga

1 Arifin JI. Petta Cangge | 31 Muh. Ramli JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04

2 Muhammad JI. Petta Cangge | 32 Firman Jaya JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04

3 Bachtiar JI. Petta Cangge | 33 Supardi JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04

4 Lanto JI. Petta Cangge | 34 Lendeto JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04

Amiruddin JI. Petta Cangge | 35 Abd. Rauf JI. Petta Cangge
RT/RW=01404 RT/RW 02/04

6 Amir JIk Petta’€angge |- 36 Akkae JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04

7 Yusram JI. Petta Cangge | 37 Gufra JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04

8 Muh. Tang JI. Petta Cangge | 38 Lestari JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04

9 Lacolleng JI. Petta Cangge | 39 Nursani JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04

10 Odding JI. Petta Cangge | 40 Sudirman JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04

*"Mallawa,S.E, Lurah Kelurahan Lemoe, wawancara oleh penulis di Kelurahan Lemoe, 29

Juli 2018
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11 Muh. Nur JI. Petta Cangge | 41 Labanda JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
12 | Dangki JI. Petta Cangge | 42 Latokka JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
13 Rosdiana JI. Petta Cangge | 43 Dalle Anjang JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
14 Labeddu JI. Petta Cangge | 44 Lakalele JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
15 Sakri JI. Petta Cangge | 45 Lajella JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
16 I Nani JI. Petta Cangge | 46 Bahariah JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
17 Arifin JI. Petta Cangge | 47 Ahmad JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
18 Abd. Rahman JI. Petta Cangge | 48 Labanong JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
19 Jamal JI. Petta Cangge | 49 Langge JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
20 Lampe JI. Petta Cangge | 50 Lagoyang JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
21 Risal JI. Petta Cangge | 51 A. Muh. Rusli | JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
22 | Saripa JI. Petta Cangge | 52 Jumisa JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
23 Laterrang JI. Petta Cangge | 53 Kadaruddin JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
24 Arif JI. Petta Cangge | 54 Ardi JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
25 Laupe JI. Petta.Cangge | 55 Lambari JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
26 Lakami JI. Petta Cangge | 56 Lasamba JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
27 Dawire JI-Petta Cangge |57 Ladalo JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
28 Langsing JI. Petta Cangge | 58 Malili JI. Petta Cangge
RT/RW01/04 RT/RW 02/04
29 Idalima JI. Petta Cangge | 59 Labase JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
30 Waterrang JI. Petta‘Cangge | 60 Dalle Kumis JI. Petta Cangge
RT/RW 01/04 RT/RW 02/04
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No Kepala Rumah Alamat No Kepala Rumah J 1. MP. Remman
Tangga Tangga RT/RW02/03
1 Launru JI. MP. Remmang 18 Lacampe J . MP. Remman
RT/RW01/03 RT/RW02/03
2 Andi Panyame JI. MP. Remmang 19 Sainab JI. MP. Remman l
RT/RW01/03 RT/RW02/03 ©
3 Latando JI. MP. Remmang 20 Arifin. K J . MP. Remman
RT/RWI RT/RW02/03
4 I Soli 21 Ladellang J I. MP. Remman
RT/RW02/03
5 Abd. Rahman Juneda J . MP. Remman
RT/RW02/03
6 Mahlan . Hasan J . MP. Remman
RT/RW01/03 RT/RW02/03
7 Asmar Sultan J . MP. Remman
RT/RW02/03 .
8 JI. MP. Remman
RT/RW02/03
9 J I. MP. Remman
RT/RW02/03
10 JI. MP. Remmang
RT/RW02/03 RT/RW02/03 =
11 J1. MP. Remmang | 28 J 1. MP. Remman
RT/RW02/03 RT/RW02/03
12 JI. MP. Remmang | 29 JI. peternakan
RT/RW02/03 RT/RWO03/03
13 J . MP. Remmang 30 JI. Peternakan
RT/RW02/03 RT/RW03/03 ,
14 Remma JI. Peternakan
RT/RWO03/03
15 JI. Peternakan
RT/RWO03/03
16 JI. Peternakan m
RT/RWO03/03
17 JI. Peternakan
RT/RWO03/03
No Ruma Alamat
1 ABD. Haris . Latif daud JI. Padi
RT/RW 01/02 RT/RW 01/02
2 Henra JI. Padi 19 Yudu JI. Padi
RT/RW 01/02 RT/RW 01/02
3 Lagati JI. Padi 20 Udin JI. Padi
RT/RW 01/02 RT/RW 01/02
4 Alingge JI. Padi 21 Muh. Idrus JI. Padi
RT/RW 01/02 RT/RW 01/02
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5 Raminah JI. Labulaweng 22 Taswin JI. Kebun Kacang
RtTRW 01/02 RT/RW 02/02
6 Alimin JI. Labulaweng 23 Aswan JI. Kebun Kacang
RETRW 01/02 RT/RW 02/02 L.
7 Karman JI. Labulaweng 24 Aswan JI. Kebun Kacang
RtTRW 01/02 RT/RW 02/02 |.ll
8 Rahmatiah JI. Labulaweng 25 Jumardin JI. Kebun Kacang
RtTRW 01/02 RT/RW 02/02
9 Nohong 26 Lappoe JI. Kebung Jagun
RT/RW 02/02
10 Inanda Lapecara JI. Kebung Jagunﬂ
RT/RW 02/02
11 Larasi ljati JI. Kebung Jagun
RT/RW 02/02
12 Lanodding JI. Labulaweng Asike JI. Kebung Jagun
RtTRW 01/02 RT/RW 02/02
13 JI. MP. Remman
RT/RW01/03 Q%
14 JI. Lapesona
RT/RW02/02
15 s JI. Lapesona
RT/RW 01/02 RT/RW02/02
16 JI. .M. Yusuf 20 JI. Lapesona
RT/RW 01/02 RT/RW02/02
17 JI. .M. Yusuf 21 JI. Lapesona
RT/RW 01/02 RT/RW02/02
43 Kelurahan

Kota Parep

satu  bidang lah bidang
ibusi ekono ua sendi, yai li kebebasan
IA RrEIF*aaE halnya busi, Islam

L€ dak disukai.

ngkungan sosial,
hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari

perilaku adil seseorang.*®

“8Faisal Badroen, et al., eds., Etika bisnis dalam islam, Ed. I. h. 91.
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Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai
aturan syari’ah). Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi
pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang

diterima secara universal. Sedangkan keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang

memprioritaskan kesejajaran yan i.dengan tingkat kesejajaran pendapatan

(kekayaan) yang tinggi rilaku yang adil akan lebih

mendekatkan manusi irman Allah dalam QS. al-

Maidah ayat 8 :
Sk AT EE
Lo e 438
’ — 1z

-
Terjem

yang selalu
) karena Allah, menjadi ‘ an janganlah
terhadap sesuatu kaum, ‘ tuk Berlaku
takwa. dan
i apa yang
Jak dizalimi,
bisa jac arena tidak
membe i am program
bantua ari sa dikatakan
bahwa d : akukan pe ah atas bantua : ak adil dari segi

hukum Islam disebabkan masih ada ‘'masyarakat yang sebenarnya layak untuk

*9Syed Nawab Haider Naqv, Islam, Economics and society (UK: Kegan Paul International,
1994), h. 89.

%0 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata, h. 108.

51 Andiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam ( Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 233.
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mendapatkan bantuan tersebut tetapi mereka tidak mendapatkannya, begitupun
sebaliknya ada masyarkat yang seharusnya yang seharusnya tidak menerima bantuan
akan tetapi mereka terdaftar dalam bantuan Rastra. Maka dari itu, ada sebagian dari

hak penerima bantuan Rasrta tersebut yang tidak mereka peroleh.

Adapun dalam hal jumlah ang diberikan dari distributor kepada

masyarakat penerima bar erikan  masing-masing kepada
masyarakat penerima k a yaitu sebanyak 10 liter
kepada masing in pene agian ye iap bulan sebanyak
an tiap tiga

uan takaran

ersyaratn adil yang alah dalam

) dan ukuran (kuantit ran maupun

atu dimensi keadilan a di antaranya

mbangan. Sebagaimana da QS. Al-Isra’

-

pada dalam QS. Hud ayat 85 :

PPl

JJI 1)33 15

glah dengan

330 V3 (,_A;L.Mn S0 ¥y Lzall el Yl PR
(20 tents 23T

-

> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata, h. 429.
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Terjemahnya:

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan
adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan
janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat
kerusakan”.>®

Sebagaimana yang terdapat dalam pedoman umum Rastra, bahwa Perum

BULOG diamanahkan untuk men bantuan Rastra kepada distributor

sebanyak 15 kilogram unt angga penerima bantuan dengan

kualitas beras yang dengan standa dan penyerahan atau

ali. Namun yang terjadi

dalam rima rastra
kadang : ung.

ng telah diinstruksika u sebanyak
15/Kg tetapi sistem pembagi di kelurahan

asyarakat miskin yang anya dalam

medapatka sebagian be endapatkan.
kan bantuan

dapatkan.

sebab dapat

pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.
Dalam menjalankan suatu kebijakan haruslah pemerintah terlebih melakukan

sosialisasi sehingga bisa berjalan dengan baik serta evaluasi apa yang menjadi

3Kementerian Agama R, Al-Qur’an Terjemah Perkata, h. 341.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



66

permasalahan dari kebijkan tersebut. Menurur Edward haruslah ada Komunikasi,
yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga

akan mengurangi distorsi imlpeme

Peneliti menemukan alahan yang dalam pelaksanaan
distribusi beras Ra alah yang muncul pada
pelaksanaan Deras ada di Kelurahan
Lemoe raskin yang

tidak se aan ditemui

adanya meskipun dalam tingk ah. Hal ini

h tangga tidak miskin y: a Raskin dan
adanya yang belum menjadi p
faktor elatar belakangi kesalahan
tidak sejalan
us lebih men
dengan baik.
unikasikan

erdaya untuk

dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber

daya financial.

A.G. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 89.
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Program Rastra ini merupakan implementasi dari ajaran agama Islam yaitu
perintah bersedekah yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Hanya saja program
Rastra ini lebih lebih bersifat informal karena dilaksanakan oleh pemerintah sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman umum Rastra ini memiliki tujuan

yang sama sperti yang dianjurkan d Agama Islam yaitu memberi bantuan atau

bersedekah kepada mereka masyarakat miskin khususnya

i Kelurahan
suai dengan
6T sebagai patokan ilan ntah dalam

U tepat sasaran, tepat j pat epat waktu,

ministrasi. Pemberian pada arakat yang

iman um teremplementasikan ga t endapatkan
pagian beras renakan stru okrasi yang
dan rumit, s er ang rendah kurangnya

merintah ter yang kemud Jistribusikan

PAREPARE
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BAB V
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah

dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan

saran. Kesimpulan merupakan ja kat dan tepat dari hasil penelitian dan

pembahasan, sedangkan ndasi atau masukan terhadap

51
5.1.1 li Kelurahan
n, seperti 6T
rhasilan pemerintah da rijakan yaitu
mlah, tepat harga, tep as,dan tepat
an beras tidak tepat wa tur birokrasi
g, dan rumit, serta mutu bera at kurangnya
utu beras emudian di
51.2 ibusi Rastra,

ektif karena
dan tidak
crdapat dalam
ketentuan Rastra.
5.1.3 Berdasarka Nilai Keadilan Islam, program Rastra ini tidak sesuai dengan
dengan nilai keadilan Islam yaitu tentang pemberian hak kepada yang

berhak menerimanya. Karena, dalam proses penyalurannya secara umum

68
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dapat dikatakan tidak sesuai nilai keadilan dalam Islam karena banyaknya
terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya.
5.2  Saran

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas pendistribusian beras miskin pada

masyarakat di desa lemoe, denga akan tinjauan hukum Islam ini, maka
saran yang dapat penulis ke

5.2.1 kepada pihak p n pengawasan dan evaluasi

5.2.2 i . [ : an tugasnya

a, sesuai dengan pedo : yga program

erintah dapat berjalan cktif dengan

5.2.3

nerima bantuan Rastra a 12 nyampaikan
dan keluha

Rastra ini.

PAREPARE
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 B (0421)21307 s
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B §%3 /In.39/PP.00.9/09/2018

Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian
Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wh.
Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE PAREPARE :

Nama : JASMIANTI

Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 07 Agustus 1995

NIM : 14.2200.116

Jurusan / Program Studi  : Syari‘ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)

Alamat : KEL. LEMOE, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI RASTRA DI
KELURAHAN LEMOE KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelii;ian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan
dukungan seperlunya.

Terima kasih,

%" September 2018
An Rektor
Pli"Wakil Rektor Bidang Akademik dan
~-Pengembangan Lembaga (APL)

\
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Nomor
Lampiran
Perihal

1AW

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jin. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kodo Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id, Webgite : www.bappeda.y kota.go.id

PAREPARE _ ,
Parepare, 6 September 2018

1]

. Kepada
050 /g /Bappeda Yth. Camat Bacukiki Kota Parepare
o Di -
1zi litian Par are

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesla Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iimu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.

5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B
1833/In.39/PP.00.9/09/2018 tanggal 5 Scptember 2018 Perihal Izin Melaksanakan
Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota

Parepare (Cg. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat

memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : JASMIANTI

Tempat/Tgl. Lahir  : Parepare / 7 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : JI. Jend. Muh. Yusuf, Parepare

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :
"IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI RASTRA DI KELURAHAN

LEMOE KOTA PAREPARE"
Selama : Tmt. September 2018 s.d. Selesai
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud

dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri  kepada
Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan
semata-mata untuk kepentingan Iimiah.

3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku  dengan
mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.

4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota
Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)

5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil “Penelitian” kepada Pemerintah Kota

Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).

Kepada Instansi yang dihubungi mohon membe rikan bantuan.

Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata

pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
.+ ~SEKRETARIS,

NG

-~
-

L o LR "‘"7 s

© . E.W. ARIYADI S, ST., MT
ve . B E" Pangkat Pembina

TR Nip. 19691204 199703 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth. 1 5

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassal
Walikota Parepare di Parepare )

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
Saudara JASMIANTI



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI

Jalan Jend. Muh. Yusuf Nomor Telp. (0421) 21509
PAREPARE

Kode Pos 91125

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 /@ | /Bacukiki

eng bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. M ISKANDAR NUSU, S.STP, M.Si
Nip : 19780303 199612 1 001
Jabatan : Camat Bacukiki
lenerangkan bahwa :
Nama : JASMIANTI
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 7 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : JL. Jend. M. Yusuf , Kec. Bacukiki Kota Parepare
Judul Penelitian : Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap

Ditribusi Rastra di Keluarahan Lemoe Kota Parepare

nar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara
rKeluarahan Lemoe Kecamatan Bacukiki sejak Bulan September 2018 s/d Seiesai
erdasarkan Izin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
arepare, Nomor : 050/868/Bappeda Tanggal, 6 September 2018.

lemikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

5 i -Parepare, 12 Februari 2019
P N'CAMAT BACUKIKI

" .. HM;ISKANDAR NUSU, S STP.M.Si

""" Pangkat : Pembina Tk. I
NiP : 19780303 199612 1 001



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama WMo\ awar | SE

Tempat Tanggal Lahir : PW'\'\FO\VIS . 0% -1\~ \3 (32_
Jenis Kelamin : Lab —'\’o\k/(

Agama : \%\(AW\

Pekerjaan/Jabatan SRV \%

Alamat B Hmue 2w

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan
“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di

Kelurahan Lemoe Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan
semestinya.

Parepare,29 Jult 2018
Yang bersangkutan
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Paf\-lqnfi\

Tempat Tanggal Lahir : Paro,\ﬁaw 09 Apei\ 1933
Jenis Kelamin © Lokt KV\l‘l

Agama CSlane

Pekerjaan/Jabatan : \éduc« P}

Alamat : l\v\, Muda . ‘éu‘&uf UQMAO'L)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan
“Implementasi Nilai Keadilan lslam_ Terhadap Distribusi Rastra Di

Kelurahan Lemoe Kota Parepare”
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

semestinya.

Parepare,24 2018
Yang bersangkutan
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Narma  SANI

Tempat Tanggal Lahir 2 Pq(‘gt?are &1 o(esavmbgr 9 S‘%.
Jenis Kelamin : T’¢\“¢W\ () uan

Agama : \5‘0'\/\/\

Pekerjaan/Jabatan : URT

Alamat - J\V\ 32![\4- Muly Yu sug

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan
“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di

Kelurahan Lemoe Kota Parepare”
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

semestinya.

Parepare, 2§ JuG2018
Yang bersangkutan
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama | LAMANG

Tempat Tanggal Lahir . {)mre\mt .5l DZHM‘)OV 1456
Jenis Kelamin ;i PLTLW\?UM

Agama oo

Pekerjaan/Jabatan - URT

Alamat y "L ’V"IO\‘ Muk Yusug CU\MOE >

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan
“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di

Kelurahan Lemoe Kota Parepare”
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

semestinya.

Parepare, 29 ']uli 2018
Yang bersangkutan
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama LI A

Tempat Tanggal Lahir :sz‘)om , Bl Dgwm\‘)(r 4y
Jenis Kelamin g pmmpum

Agama o (4

Pekerjaan/Jabatan ;s un,T

Alamat (% '\Mﬂ Mub YUW{’

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan
“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di

Kelurahan Lemoe Kota Parepare”
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

semestinya.

Parepare, 24 ]ulj 2018
Yang bersangkutan
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama 3 \\'IOJ"J(O\

Tempat Tanggal Lahir ; VO\(Q\?Q e 01 auu \(,) k¢
Jenis Kelamin ; ?cp (o,m\? uan

Agama le\amn

Pekerjaan/Jabatan o\t

Alamat : Cedi'e

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan
“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di

Kelurahan Lemoe Kota Parepare”
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan
semestinya.

Parepare 2.0 Y2018
Yang bersangkutan

et

| Retnder
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : \V\.lﬂ\’\a\’l

Tempat Tanggal Lahir : ?C!_ﬁl‘hf(} \Q %Q\)‘( qroiog T \C) é:)-
Jenis Kelamin ‘ ??rqv m\')ucm

Agama - &l

Pekerjaan/Jabatan ) 21

Alamat : K\V\. \(/u\m,l\’ar\

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari JASMIANTI yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan
“Implementasi Nilai Keadilan Islam Terhadap Distribusi Rastra Di

Kelurahan Lemoe Kota Parepare”
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan

semestinya.

Parepare,23 1L 2018
Yang bersangkutan

1poNntan
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OUTLINE PERTANYAAN

A. Pertanyaan kepada Bapak Lurah Lemoe

Bagaimana proses penyaluran rastra di Kelurahan Lemoe?

Apakah masih ada masyar erlu medapatkan bantuan namun tidak

mendapatkan bantu.

para penerima rastra di

astra di Keluarahan ini

ketua RT Kelurahan

m rastra yang diterima o asya Kelurahan

masih ada y. rlu medapatkan ba amun tidak

yatkan bantua

masih (F*IRIE MsﬁEleh para

na rastra di

kepada para
penerima rastra di Kelurahan ini?
Apakah penyaluran rastra di Kelurahan ini sudah berjalan sebagaimana

mestinya yaitu satu bulan satu kali?

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



C. Pertanyaan kepada Masyarakat Penerima Beras Sejahtera

Sudah berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan program bantuan rastra?
Berapa per kg bantuan rastra setiap bulannya Bapak/Ibu dapatkan?

Apakah penyaluran rastra di kelurahan ini sudah tersalurkan setiap bulannya

dengan baik atau masih ada I
udah tersalurkan setiap bulannya
apatkan bagian yang tidak

lerima rastra

n Bapak/Ibu tentang lurahan ini?

keadilan apakah sudah t S ngan baik?
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